Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04/M-IND/PER/1/2014
TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI BAGI PERUSAHAAN DI KAWASAN BERIKAT
UNTUK MELAKUKAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI KAWASAN BERIKAT

Menimbang

Mengingat

KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka  pelaksanaan pemberian

rekomendasi pengeluaran hasil produksi dari Kawasan
Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dalam
jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen),
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (8) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat,
perlu menetapkan ketentuan pemberian rekomendasi
dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Pemberian Rekomendasi
Bagi Perusahaan di Kawasan Berikat untuk Melakukan
Penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat
Lain Dalam Daerah Pabean;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);

. Undang—Undang"'Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4893);




Menetapkan

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 04/M~IND/PER/1/2014

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengem-
bangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3330);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P Tahun 2013;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/
PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/
PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MPK.04/2011
tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI BAGI PERUSAHAAN DI
KAWASAN BERIKAT UNTUK MELAKUKAN PENJUALAN
HASIL PRODUKSI KAWASAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN
DALAM DAERAH PABEAN.

Pasal 1

(1) Perusahaan di dalam Kawasan Berikat dapat
melakukan penjualan ke tempat lain dalam daerah
pabean dalam jumlah lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari penjumlahan nilai realisasi tahun
sebelumnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
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Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 04/M~IND/PER/1/2014

(2) Penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bea da
Cukai atas nama Menteri Keuangan dengan
mempertimbangkan rekomendasi dari Kementerian
Perindustrian. '

(3) Nilai realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi nilai ekspor, nilai penjualan hasil produksi
Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, nilai
penjualan hasil produksi Kawasan Berikat ke Kawasan
Bebas, dan nilai penjualan hasil produksi Kawasan
Berikat ke Kawasan Ekonomi lainnya yang ditetapkan
oleh pemerintah.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dan ditandatangani oleh Direktur pembina
industri sesuai tugas dan fungsinya.

- Pasal 2

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat
diberikan dengan mempertimbangkan:

a. hasil produksi perusahaan yang mengajukan
permohonan merupakan subtitusi pasar barang impor
langsung sejenis dalam rangka memenuhi kebutuhan
pasar dalam negeri;

b. adanya penurunan penjualan ekpor; dan/atau

c. perlindungan terhadap industri dalam negeri yang
menghasilkan produk sejenis dengan hasil produksi
Kawasan Berikat dengan mempertimbangkan
kemampuan industri lokal dalam memenuhi kebutuhan
dalam negeri.

Pasal 3

(1) Permohonan rekomendasi diajukan kepada Direktur
pembina industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (4) dengan mengisi surat permohonan dan
melampirkan:

a. copy Izin Usaha Industri (IUI);

b. copy NPWP;

c. laporan realisasi tahun sebelumnya yang telah
dilegalisir oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
sebagaimana tercantum dalam lampiran II; dan

d. copy surat Penetapan Perusahaan di Kawasan
Berikat (untuk mendapatkan izin).

(2) Dalam waktu paling lama S (lima) hari kerja sejak
permohonan diterima secara lengkap dan benar,
Direktur pembina industri harus menerbitkan:
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Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 04/M-IND/PER/1/2014

(2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
permohonan diterima secara lengkap dan benar,
Direktur pembina industri harus menerbitkan:

a. rekomendasi dengan menggunakan format
sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan
Menteri ini; atau

b. surat penolakan pemberian rekomendasi
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.

Pasal 4

(1) Direktur Jenderal pembina industri melakukan
monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan
Peraturan Menteri ini.

(2) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan melaporkan
hasilnya kepada Menteri Perindustrian.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2014

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA, *

ttd. 4

~ MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta ﬁ

pada tanggal , 3 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
g Diedndukum dan Organisasi

oy v o -




LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 04/M-IND/PER/1/2014
TANGGAL : 21 Januari 2014

DAFTAR BENTUK FORMAT PEMBERIAN REKOMENDASI BAGI PERUSAHAAN DI
KAWASAN BERIKAT UNTUK MELAKUKAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI KAWASAN
BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

L. LAMPIRAN I : FORMAT SURAT PERMOHONAN

II. LAMPIRANII  : FORMAT LAPORAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA

III. LAMPIRAN III : FORMAT SURAT REKOMENDASI

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian

H




LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 04/M-IND/PER/1/2014
TANGGAL : 21 Januari 2014

FORMAT SURAT PERMOHONAN

KOP SURAT
PERUSAHAAN INDUSTRI
Nomor : Jakarta,..........ccevvneennn 20.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengeluaran Hasil

Produksi dari Kawasan Berikat ke
Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
Dalam Jumlah Lebih Dari 50% (Lima
Puluh Persen)

Kepada Yth.

............................

Sehubungan dengan adanya fasilitas pemberian persetujuan pengeluaran hasil
produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dalam jumlah
lebih dari 50% (lima puluh persen), sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (8)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat,
bersama ini kami mengharapkan diberikan rekomendasi pemberian persetujuan terkait
hal dimaksud di atas. Adapun identitas perusahaan serta berkas yang diperlukan
| adalah sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan L et eteteerereeseetnteneetaettetreraetasatararereareraenennaenaennte
2. Alamat PeruUsSallaarl :©  ..c.iveevervirivnrreneieeiireetreetiseeeesrasssessenscrsseanensseses

Kab/Kota........c.c.vvveens Provinsi.........coccevneeenne
KodePos ......covevrnvnnnnnns
3. NPWP (copy T eeerereseseieeeeserenteterartareerearaarattaeteretasaeaeaeraans
terlampir)
4, Izin Usaha Industri : NOMOTI........ccooiviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiinreeerneraenasanes
(copy terlampir) Tanggal.......cccocveveieenrieiniieiiiner e reriieeseeenes

5. Bidang Usaha D eittierreretereeeaienrerietetataeer e et eaeerraeeaerenearaes
6. Laporan Realisasi Tahun Sebelumnya sebagaimana terlampir.
7. Surat Penetapan Perusahaan di Kawasan Berikat (copy terlampir).

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Yang membuat,

soadnds VLA

Material
Rp.6000,-
(nama jelas)
(jabatan)
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI PERINDUSTRIAN
Sekretariat Jenderal REPUBLIK INDONESIA,

Ke men enan Perindustrian

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

-




LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04/M-IND/PER/1/2014
TANGGAL : 21 Januari 2014
FORMAT LAPORAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA
Nama Perusahaan D reeeeenenteeeerrtaenaasanaaernes
Alamat e,
No. Surat Penetapan Perusahaan di Kawasan Berikat :............ccoo,
Jenis Barang (HS) o ererreeeeeeeeeaee {iika perusahaan menjual lebih dari satu jenis barang maka harus mengisi form seperti ini sebanyak jenis barang)
2012 2013
No. Uraian Volume Nilai Volume Nilai Keterangan
{...... ) (Juta Rp.) A{...... ) (Juta Rp.)
1. |Produksi b e L e
2. |PenjualanEkspor = | e i i e L e
3. | Penjualan Domestik (Jumlah 3a, 3b,dan3c) |  ......... | ... ]l e e e
a. Penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat
ke Kawasan Berikat Lainnya | ... L o] i i e,
b. Penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat
ke KawasanBebas | 00 | e i e
c. Penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat
ke Kawasan Ekonomi Lainnya | | e L veeeee L e e,
Cap / Legalisir Ditjen Bea dan Cukai Perusahaan 20
............. y veeeesreenneeenneaens 20000 RS TITPITPS RIS .
Mengetahui, Mengetahui,
ttd & stempel
ttd & stempel ( )
(rereemreeeeeee e ) Pimpinan /Penangwang Jawab Perusahaan
Jabatan : ...... P / ggung
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI PERINDUSTRIAN
PePian Perindustrian ttd.

@lum dan Organisasi
MOHAMAD S. HIDAYAT




LAMPIRAN Il PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  :04/M-IND/PER/1/2014
TANGGAL : 21 Januari 2014

FORMAT SURAT REKOMENDASI

KOP SURAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINA INDUSTRI

Nomor : Jakarta,......cccccevennnnenns 20.....

Lampiran

Perihal : Rekomendasi
Kepada Yth.
di-

Sehubungan dengan surat permohonan No. ..... tanggal ..... 20..... perihal Surat

Permohonan Pengeluaran Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam
Daerah Pabean Dalam Jumlah Lebih Dari 50% (Lima Puluh Persen) PT./CV/...,
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Identitas perusahaan yang disetujui/tidak disetujui* untuk diberikan
rekomendasi adalah :

1. Nama Perusahaan @ .......ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiii e caneannes
2. Alamat Perusahaan @ .......c.ccicoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e enaeanes
Kab/Kota.................... Provinsi.........ccoeeniinnns
KodePos .........ccovvnnnenes
3. NPWP © eeeteerereeneriereereetetaneeeetaeiennenesitternststnsarsanserens
4, Izin Usaha Industri : NOMOT.....c.ccooiiiiimuiiiiriiiiii i e
Tanggal......cccceuvereiriiiiiiniiiirceniirirc e
S. Bidang Usaha D rereeceecnrencnennes et eeetareeenrnnare et taanteenenrrerannrrarnans
b. Jenis barang yang disetujui untuk diberikan rekomendasi adalah :
- Jenis Barang (HS) D e e PO, )
- Jenis Barang (HS) L et N )
- Jenis Barang (HS) L et erreeeerereeseneaeae s enanas (ceveremernnenninennns )
" et an N P )

Surat rekomendasi ini telah mempertimbangkan Surat Permohonan dan Laporan
Realisasi Tahun Sebelumnya dari Perusahaan yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Direktur
Industri ............... ,
Tembusan: (vrernereereerereierenrreneanes )
1. Menteri Perindustrian;
2. Direktur Jenderal ........ ;
3. Kepala BPKIMI;
4. Pertinggal.
Cat: ¥ pilih yang sesuai, bila tidak disetujui maka poin b tidak
perlu diisi
~gesuai dengan aslinya MENTERI PERINDUSTRIAN
xkfedariat Jenderal REPUBLIK INDONESIA,
Brtan Perindustrian
tum dan Organisasi ttd.

o '\ MOHAMAD S. HIDAYAT




